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ABSTRAK 
Hubungan yang terjadi antara pengusaha dengan pekerja/buruh tidak menutup 
kemungkinan timbul sebuah perselisihan yang salah satunya dapat menyebabkan 
pemutusan hubungan kerja (PHK). Pemutusan hubungan kerja dapat dilakukan oleh 
pengusaha maupun oleh pekerja, tetapi PHK lebih sering terjadi dari pihak 
pengusaha. Dalam melakukan pemutusan hubungan kerja pengusaha memiliki 
larangan-larangan yang diatur pada Pasal 153 ayat (1) UU Ketenagakerjaan. Dalam 
Pasal 153 ayat (1) huruf f UU Ketenagakerjaan telah menjelaskan bahwa pengusaha 
dilarang melakukan PHK dengan alasan pekerja/buruh mempunyai pertalian darah 
dan/atau ikatan perkawinan dengan pekerja/buruh lainya di dalam satu perusahaan, 
kecuali telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian 
kerja bersama. Isi dari pasal 153 (1) huruf f UU Ketenagakerjaan dianggap lebih 
berpihak kepada pihak pengusaha dan pekerja/buruh merasa telah dirugikan dengan 
adanya ketentuan tersebut. Pada tanggal 14 Desember 2017 Mahkamah Konstitusi 
mengabulkan adanya permohonan uji materi Pasal 153 ayat (1) huruf f UU 
Ketenagakerjaan dengan mengeluarkan putusan dengan nomor perkara 13/PUU-
XV/2017. Dengan keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, Pasal 153 ayat 
(1) huruf f UU Ketenagakerjaan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum 
mengikat lagi. 
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